KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 614

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDATYAH SWASTA CENDIKIA LIMA PULUH

KELURAHAN LIMA PULUH KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA

Menimbang

Mengingat

Peruturinn Pemenintah Nomor 19 Taln

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

bahw=s dalam rangka pelaksgnaan ketentuan Pasal B avar (2
Peraturan  Mentrni Agama Nomeor 90 Tahun 2013 tentany
Penvrlenggnraan Pendidikan Madrasah, perlu membenkan wurs
npf:r.‘n!-.lunni terhadop Madrasah Swasta di lingkungan Kanter
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

bahwsa dalom rangka menmgkatkan akses pendidikan madrasah
vang be rrminu, perlu mrmhberikan kesempatan masyarakat meloia
;’Jrgﬂnlﬁﬂ'.l herbadan hukum untuk menyeclenggarakan madrasai:
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

buhwa Madrasah yang tercantum dalam Lamprran Kepurosan oo
telah memenuhi persyaratan admimsoaty, reknis, dan kelay e,
yang telah ditetapkan;

.. bahwo berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf @, b dan ¢ di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayvah Kementerian Agama Provinai Sumatera Utara
ientang  Pemherinn Izin Operasisnal  Pendirinn Madrasah
Ibtidaryah  Swastn Al-Mukhlisin  Kuala Tanjung Desa Kwala
Tanjung, Kecnmntan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara,

Undang-Unrlang  Nomor 20 Tahun 2003 tentanp  Sistem
P'endidiknn Nasional 1. mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tanmbahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Naomor 4301); '

Undang-Undany Nemor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(lembarun Neparn Repubhk Indonesia Tuhun 2005 Nomor 157,
Tombahan Lembnran Negara Republik Indonesia Nomor 4556):

Peratirnn Pemerintuby Nwner 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nusional Pendulikan (laanbaran Negara Repubhik Indonesin Tahun
2005 Nomor 41, Tambuliin Lembaran Negura Retpublik Intdonesia
Nomnor  4496)  webagammann welah . diubah dengan  Peraturan
Pemerinmtali Nomor 32 1ahun 2013 tentang Perubahan  ntas

i 2005 renwng Standor

eiari Republik Indonesin Tahun
mbarun Negara Republik Indonesia

.-

Nusdona) Fendidikan (Lembatan N
200 8 Rogen 74, Toanbabiun Le
Nomor 5910);
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Pernturan Pemeriniah Nomor 47 Tahuan 20082 terntnrg L AR
elwgur Pendidhilian Dasar (Lermboran Pie-pesaris [ezpniabadibe (micdearye—+.1:22

Tahun 2008 Nomor 90, Tambohan lermbaran Negara epiabelib

Indonesio Nomor 48674),

5 Peraturnn Penerintah Nomor 98 Tahan 2008 tentang Pendzsrizazsr,

Pendidikon (Lembaron Negarn Repuablik Indonenia Toabiar 203056
Nomor 91, Tambahon loembaran Nepora FHoepublike Inddeories-:
Nomor 4504},

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentasrng Csiar.

(Lembaran Nepara Kepublik Indonesia Tahurn 2008 Morner 2725
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 494 1),

. Peraturan Pemerintahh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara FRPepiairlibs
Indonesin Tahun 2010 Nomor 23, Tambuhaon Lembaran Negaras
Republik Indonesia Nomor 5150) schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun AIEIE]
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Miniinia.
Pendidikan di Kabupaten/Kota; ‘

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684J;

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerju Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyclenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentung Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

=ETIGA

S“EZEMPAT

FELIMA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
CENDIKIA LIMA PULUH KELURAHAN LIMA PULUH KECAMATAN
LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Sctelah  janpgka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangsn Madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar an
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

sarana

b, Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-5/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minima! penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
scbagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 6 Agustus 2018

A KANTOR WILAYAH
ERIAN AGAMA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 614

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA CENDIKIA LIMA PULUH

KELURAHAN LIMA PULUH KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

] Nama Madrasah MIS CENDIKIA

2 | Nomor Statistik Madrasah 11121210009

3 | Alamat Madrasah JL. Kenanga Raya Kelurahan [Lima Puluh Kecamatan

Lima Puluh Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara
Kode Pos : 21255

4 | Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN MADRASAH IBTIDAITYAH SWASTA
CENDIKIA

| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara

1igesahan Akte Notaris Organisasi




